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ABSTRAK 
Penelitian dengan judul Dampak Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 
Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura. Dengan fokus kajian pada Bagaimana Dampak 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura, 
dan tujuannya adalah Untuk mengetahui Dampak Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 
Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura. 
Desain penelitian yang di gunakan adalah deskriptif dengan instrument inti wawancara dan 
teknik analisa data menggunakan penyajian dengan tiga tahap yaitu reduksi data, display data dan 
verifikasi data yang berkaitan dengan dampak positif dan dampak negative Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura .  
Hasil penelitian menunjukan bahwa Begitu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari 
diberlakukannnya Perda tersebut, sehingga perlu menjadi pertimbangan khusus agar Perda tersebut 
dikaji kembali khususnya pengkajian secara akademis, sehingga dapat diperoleh hasil yang 
menggambarkan seberapa perlu Perda tersebut untuk direvisi dan disesuaikan dengan kebijakan-
kebijakan secara adat yang ada di masyarakat adat yang ada di Kabupaten Jayapura. 
Sebagian kecil dari hasil penelitian yan telah dilakukan, diperoleh gambaran mengenai dampak 
positif dari Perda tersebut, sehingga bila hasil akhir mengharuskan Perda tersebut direvisi, alangkah 
lebih baiknya hal-hal positif dari Perda tersebut dapat dipertahankan dan tetap tertuang dalam pasal-
pasalnya secara jelas. Hal tersebut dalam upaya memberikan persepsi yang sama bagi masyarakat 
sehingga meminimalisir terjadinya konflik kepentingan khususnya pada masyarakat adat yang ada di 
Kabupaten Jayapura. 
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Berdasarkan pengamatan berkaitan dengan 
proses perumusan sampai pengesahan Perda 
tersebut, dirasakan masih mengundang polemik 
bagi masyarakat dan perlu dikaji seccara lebih 
mendalam sehubungan adanya temuan-temuan 
yang peneliti coba uraikan diantaranya Bahwa 
Perda tersebut diparipurnakan pada 26 Oktober 
2016, dimana pada prosesnya dari 25 anggota DPR 
masih ada beberapa yang menolak naskah Perda 
tersebut sehubungan ada kejanggalan pada pasal 
tertentu misalnya pada Pasal 15 ayat (a) dimana 
pemerintah memberikan ruang kepada ondopolo 
dan ondoapi untuk menentukan pemilihan kepala 
kampung adat.   
Selain hal tersebut , temuan sementara yang 
peneliti peroleh dilapangan yaitu hal-hal yang 
berkaitan dengan tidak adanya sosialisasi berkaitan 
dengan Perda tersebutatau dikomunikasikan 
sebelumnya dalam bentuk draft kepada DPRD dan 
adanya asumsi bahwa Perda tersebut disinyalir 
merusak tatanan adat karena terutama berkaitan 
dengan hak murni masyarakat adat. 
Hal lainnya berdasarkan hasil pengamatan 
awal adalah mengenai payung hukum dalam 
bentuk Undang-Undang serta sumber keuangan 
dari dampak dikeluarkannya Perda tersebut, 
sehingga sampai saat ini Perda tersebut belum 
mendapatkan pengesahan dari Kementerian 
Hukum dan HAM karena alasan tersebut.  
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka saya 
merasa tertarik untuk melakukan kajian khususnya 
mengenai keberadaan serta proses pengesahan 
Peraturan Daerah tersebut. Berkaitan dengan hal 
tersebut maka judul yang coba peneliti ajukan 
adalah mengenai Dampak Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintahan 
Kampung Adat di Kabupaten Jayapura. 
B. Perumusan Masalah. 
Bagaimana Dampak Peraturan Daerah Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Kampung 
Adat di Kabupaten Jayapura? 
 
141 
 
C. Tujuan Dan Keguanaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian, dapat dikemukakan 
yaitu untuk mengetahui Dampak ditetapkannnya 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten 
Jayapura 
2. Kegunaan Penelitian 
1) Kegunaan Akademik, Diharapkan agar dapat 
mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan 
dan pengalaman penelitian dapat menerapkan 
teori – teori kedalam praktek nyata 
pemerintahan dalam penelitian ilmiah. 
2) Kegunaan Praktis, Pembahasan yang dilakukan 
diharapkan dapat menjadi masukan kepada 
seluruh pihak yang berkompeten dalam bidang 
peraturan daerah di Kabupaten Jayapura.  
II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Landasan Teori 
a) Dampak 
Dampak adalah pengaruh yang timbul akibat 
pergeseran suatu nilai social pada masyarakat. 
Perubahan social dalam lingkungan masyarakat 
mempunyai dampak negative dan dampak positif 
dalam kehidupan masyarakat antara lain sebagai 
berikut: 
1). Dampak Positif Perubahan Sosial 
Dampak positif dalam suatu perubahan social 
memberikan pengaruh dalam sebuah kemajuan 
kehidupan masyarakat. Macam-macam dampak 
positif perubahan social yaitu sebagai berikut: 
a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, dalam perkembangan iptek bias 
mengubah suatu nilai-nilai lama menjadi nilai-
nilai baru untuk mendorong berbagai inovasi 
dalam kemudahan kehidupan masyarakat 
untuk menuju perubahan social kearah 
modernisasi; 
b. Terciptanya lapangan kerja baru, untuk 
mendorong industrialisasi dan perkembangan 
sebuah perusahaan multinasional yang 
berkembang secara global dan pembukan 
industry kecil, tentu saja akan banyak 
meberikan lapangan pekerjaan yang sehingga 
dapat menyerap tenaga secara maksimal; 
c. Terciptanya tenaga kerja professional, untuk 
mendukung suatu persaingan industry maka 
diperlukan sebuah tenaga kerja yang terampil, 
cakap, ahli dan professional; 
d. Nilai dan norma baru terbentuk, karena 
adanya perubahan yang terjadi terus menerus 
sehingga memerlukan nilai-nilai dan norma 
baru dalam menjaga suatu arus perubahan 
social yang berdasarkan nilai dan norma tanpa 
menghalangi dalam terjadinya perubahan 
social; 
e. Efektivitas dan efisiensi kerja meningkat, hal 
ini selalu berkaitan dengan penggunaan 
sebuah alat produksi yang tepat dalam 
menghasilkan sebuah produk yang lebih cepat, 
lebih banyak dan tepat sasaran. 
2). Dampak Negatif Perubahan Sosial 
Dalam suatu perubahan sosial akan 
menunjukkan sebuah kerugian yang dialami oleh 
masyarakat, baik itu dalam kerugian material 
maupun non material. Macam-macam dampak 
negatif dalam perubahan sosial yaitu sebagai 
berikut : 
a. Terjadinya Disintegrasi Sosial Disintegrasi 
terjadi dikarenakan adanya sebuah evolusi, 
kesenjangan sosial, perbedaan kepentingan 
yang mendorong suatu perpecahan dalam 
masyarakat. 
b. Terjadinya Pergolakan Daerah, akan 
terjadinya pergolakan di daerah karena akibat 
dari suatu perbedaan agama, ras suku bangsa, 
dan politik tidak memperhatikan suatu tatanan 
hidup, Mengabaikan sebuah nilai dan norma, 
dan dalam kesenjangan ekonomi   
c. Kenakalan Remaja Muncul akibat dari 
pengaruh suatu perubahan sosial nilai-nilai 
suatu kebebasan budaya barat yang diikuti 
tanpa disesuaikan sebuah kondisi kebudayaan 
sendiri. 
d. Terjadi Kerusakan Lingkungan  
e. Eksistensi Adat Istiadat Berkurang Pada nilai 
adat istiadat akan semakin ditinggalkan oleh 
masyarakat karena dianggap tidak sesuai 
dengan sebuah perkembangan zaman, dan 
digantikan dengan nilai kebudayaan modern. 
f. Lembaga Sosial tidak Berfungsi Secara 
Optimal Dalam perubahan sosial ini akan 
mengakibatkan dampak negatif akan 
menyalah gunakan suatu kedudukan dan 
wewenang 
b) Kebijakan Publik  
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan 
Publik 
Menurut N. Dunn, menyatakan bahwa 
kebijakan publik (Public policy) adalah “Pola 
ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan 
kolektif yang saling tergantung, termasuk 
keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat 
oleh badan atau kantor pemerintah” (N. Dunn, 
2000:132).  
Kebijakan publik merupakan semacam 
jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan 
upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah 
suatu keburukan serta sebaliknya menjadi 
penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan 
dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat 
dirumuskan pula bahwa pengetahuan tentang 
kebijakan publik adalah pengetahuan tentang 
sebab-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan 
dan program publik (Kencana, 1999:106). 
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Menelusuri pengertian kebijakan, pertama 
kebijakan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata 
bijaksana yang artinya: (1) selalu menggunakan 
akal budinya (pengalaman dan pengetahuan), arif, 
tajam pikirannya; (2) pandai dan ingat-ingat dalam 
menghadapi kesulitan (cermat; teliti). Pengertian 
kebijakan sendiri adalah; (1) kepandaian, 
kemahiran; (2) rangkaian konsep dan asas yang 
menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan 
cara bertindak (tentang pemerintahan dan 
organisasi); penyertaan cita-cita, tujuan, prinsip 
dan maksud. Sementara itu pengertian publik yang 
berasal dari bahasa Inggris yang berarti negara 
atau pemerintah. Serangkaian pengertian tersebut 
diambil makna bahwa pengertian kebijakan publik 
menurut Santosa adalah :“Serangkaian keputusan 
yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mencapai 
suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk 
yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut 
terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau 
dekrit-dekrit pemerintah” (Santosa, 1988:5). 
Ahli-ahli ini selanjutnya memandang 
kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan 
pemerintah yang mempunyai tujuan atau maksud-
maksud tertentu, dan mereka yang menganggap 
kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang bisa 
diramalkan. Mewakili kelompok tersebut 
Nakamura dan Smallwood dalam bukunya yang 
berjudul The Politics of Policy Implementation, 
melihat kebijakan publik dalam ketiga 
lingkungannya yaitu : 
1. Yaitu lingkungan perumusan kebijakan 
(Formulation), 
2. Lingkungan penerapan (Implementation), dan 
3. Lingkungan penilaian (Evaluation) kebijakan. 
Bagi mereka suatu kebijakan melingkupi 
ketiga lingkungan tadi ini berarti kebijakan publik 
adalah :“Serangkaian instruksi dari para pembuat 
keputusan kepada pelaksana kebijakan yang 
mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara 
untuk mencapai tujuan tersebut (A set of 
instruction from policy makers to policy 
implementers that spell out both goals and the 
mean for achieving those goals). Beberapa 
lingkungan kebijakan dalam proses kelembagaan 
terdiri dari lingkungan pembuatan; lingkungan 
implementasi dan lingkungan evaluasi” 
(Nakamura, 1980:31). 
Para pakar dalam memberi definisi kebijakan 
publik sering berbeda sesuai dengan pendekatan 
masing-masing, bahkan cenderung berselisih 
pendapat satu sama lain. Dye dalam bukunya yang 
berjudul Understanding Public Policy memberikan 
definisi kebijakan publik sebagai What ever 
government choose to do or not to do (apapun 
yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau 
tidak dilakukan/mendiamkan) (Dye, 1978:12). 
Selanjutnya Dye mengatakan bahwa apabila 
pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu 
maka harus ada tujuannya. Dan kebijakan publik 
harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi 
bukan semata-mata merupakan pernyataan 
keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah 
saja. Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga 
merupakan kebijakan publik karena mempunyai 
dampak yang sama besar dengan sesuatu yang 
dilakukan. Baik yang dilakukan maupun yang 
tidak dilakukan pasti terkait dengan satu tujuan 
sebagai komponen penting dari kebijakan. 
Kaitannya dengan hal tersebut, kebijakan 
publik tentunya mempunyai suatu kepentingan 
yang bersifat publik dimana menurut Schubert Jr. 
mengungkapkan bahwa kepentingan publik itu 
ternyata paling tidak sedikitnya ada tiga 
pandangan yaitu : 
1. Pandangan rasionalis yang mengatakan 
kepentingan publik adalah kepentingan 
terbanyak dari total penduduk yang ada. 
2. Pandangan idealis mengatakan kepentingan 
publik itu adalah hal yang luhur, sehingga 
tidak boleh direka-reka oleh manusia. 
3. Pandangan realis memandang bahwa 
kepentingan publik adalah hasil kompromi 
dari pertarungan berbagai kelompok 
kepentingan.(Dalam Fadillah, 2001:20-21). 
Dengan melihat penjelasan tersebut di atas, 
nampaknya kita harus merefleksikan pada 
kenyataan riil kehidupan politik masyarakat 
modern, maksudnya masyarakat masyarakat 
modern yang ideal adalah masyarakat yang 
mampu mengorganisir diri mereka sesuai dengan 
kepentingan mereka masing-masing. 
2. Pengertian dan Tahap Formulasi Kebijakan 
Dalam fase formulasi kebijakan publik, 
realitas politik yang melingkupi proses pembuatan 
kebijakan publik tidak boleh dilepaskan dari fokus 
kajiannya. Sebab bila kita melepaskan kenyataan 
politik dari proses pembuatan kebijakan publik, 
maka jelas kebijakan publik yang dihasilkan itu 
akan miskin aspek lapangannya. Sebuah produk 
kebijakan publik yang miskin aspek lapangannya 
itu jelas akan menemui banyak persoalan pada 
tahap penerapan berikutnya. Dan yang tidak boleh 
dilupakan adalah penerapannya dilapangan dimana 
kebijakan publik itu hidup tidaklah pernah steril 
dari unsur politik.  
Formulasi kebijakan publik adalah langkah 
yang paling awal dalam proses kebijakan publik 
secara keseluruhan, oleh karena apa yang terjadi 
pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil 
tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada 
masa yang akan datang. Oleh sebab itu perlu 
adanya kehati-hatian lebih dari para pembuat 
kebijakan ketika akan melakukan formulasi 
kebijakan publik ini. Yang harus diingat pula 
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adalah bahwa formulasi kebijakan publik yang 
baik adalah formulasi kebijakan publik yang 
berorientasi pada implementasi dan evaluasi. 
Sebab seringkali para pengambil kebijakan 
beranggapan bahwa formulasi kebijakan yang baik 
itu adalah sebuah uraian konseptual yang sarat 
dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun 
tidak membumi.  
Sesungguhnya formulasi kebijakan publik 
yang baik itu adalah sebuah uraian atas 
kematangan pembacaan realitas sekaligus 
alternatif solusi yang fisibel terhadap realitas 
tersebut. Kendati pada akhirnya uraian yang 
dihasilkan itu tidak sepenuhnya presisi dengan 
nilai ideal normatif, itu bukanlah masalah asalkan 
uraian atas kebijakan itu presisi dengan realitas 
masalah kebijakan yang ada dilapangan (Fadillah, 
2001:49-50). 
Solichin menyebutkan, bahwa seorang pakar 
dari Afrika, Chief J.O. Udoji (1981) merumuskan 
secara terperinci pembuatan kebijakan negara 
dalam hal ini adalah formulasi kebijakan sebagai : 
“The whole process of articulating and defining 
problems, formulating possible solutions into 
political demands, chenelling those demands into 
the  political system, seeking sanctions or 
legitimation of the preferred course of action, 
legitimation and implementation, monitoring and 
review (feedback)” (Keseluruhan proses yang 
menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian 
masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan 
pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-
tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan 
tersebut kedalam sistem politik, pengupayaan 
pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah 
tindakan yang dipilih, pengesahan dan 
pelaksanaan/implementasi monitoring dan 
peninjauan kembali (umpan balik) (Dalam 
Solichin. 2002:17). 
Menurut pendapatnya, siapa yang 
berpartisipasi dan apa peranannya dalam proses 
tersebut untuk sebagian besar akan tergantung 
pada struktur politik pengambilan keputusan itu 
sendiri. 
Untuk lebih jauh memahami bagaimana 
formulasi kebijakan publik itu, maka ada empat 
hal yang dijadikan pendekatan-pendekatan dalam 
formulasi kebijakan publik dimana sudah dikenal 
secara umum oleh khalayak kebijakan publik 
yaitu: 
1. Pendekatan Kekuasaan dalam pembuatan 
Kebijakan Publik 
2. Pendekatan Rasionalitas dan Pembuatan 
Kebijakan publik 
3. Pendekatan Pilihan Publik dalam Pembuatan 
Kebijakan Publik 
4. Pendekatan Pemrosesan Personalitas, Kognisi 
dan Informasi dalam Formulasi Kebijakan 
Publik (Fadillah, 2001:50-62). 
Oleh sebeb itu dalam proses formulasi 
kebijakan publik ini Fadillah mengutip pendapat 
dari Yezhezkhel Dror yang membagi tahap-tahap 
proses-proses kebijakan publik dalam 18 langkah 
yang merupakan uraian dari tiga tahap besar dalam 
proses pembuatan kebijakan publik yaitu :  
A. Tahap Meta Pembuatan kebijakan Publik 
(Metapolicy-making stage): 
1. Pemrosesan nilai; 
2. Pemrosesan realitas; 
3. Pemrosesan masalah; 
4. Survei, pemrosesan dan pengembangan 
sumber daya; 
5. Desain, evaluasi, dan redesain sistem 
pembuatan kebijakan publik; 
6. Pengalokasian masalah, nilai, dan sumber 
daya; 
7. Penentuan strategi pembuatan kebijakan. 
B. Tahap Pembuatan Kebijakan Publik (Policy 
making) 
1. Sub alokasi sumber daya; 
2. Penetapan tujuan operasional, dengan 
beberapa prioritas; 
3. Penetapan nilai-bilai yang signifikan, 
dengan beberapa prioritas; 
4. Penyiapan alternatif-alternatif kebijakan 
secara umum; 
5. Penyiapan prediksi yang realistis atas 
berbagai alternatif tersebut diatas, berikut 
keuntungan dan kerugiannya; 
6. Membandingkan masing-masing alternatif 
yang ada itu sekaligus menentukan 
alternatif mana yang terbaik; 
7. Melakukan ex-ante evaluation atas alternatif 
terbaik yang telah dipilih tersebut diatas. 
C. Tahap Pasca Pembuatan Kebijakan Publik 
(Post policy-making stage) 
1. Memotivasi kebijakan yang akan diambil; 
2. Mengambil dan memutuskan kebijakan 
publik; 
3. Mengevaluasi proses pembuatan kebijakan 
publik yang telah dilakukan; 
4. Komunikasi dan umpan balik atas seluruh 
fase yang telah dilakukan. (Dalam Fadillah, 
2001:75-76) 
c) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura 
Tentang Kampung Adat 
Peraturan daerah yang berkaitan dengan 
Kampung Adat atau Msyarakat Kampung adat di 
Kabupaten Jayapura dalam upya menciptakan 
harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan 
lainnya yang berlaku di kabupaten Jayapura, maka 
telah tertuang dalam Peraturan Dearah Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pemerintahan Kampung Adat 
Kabupaten Jayapura dengan dasar kronologis 
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pembentukan Perda tersebut dapat diuraikan dari 
hal-hal seperti berikut di bawah ini : 
a. Dasar Penyusunan 
Berdasarkan pada dokumen Naskah 
Akademik Pemerintah Kabupaten Jayapura 
tentang Kampung Adat, maka dasar dari 
penyusunan Perda tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Upaya mengkaji dan mengidentifikasi hak-hak 
asal-usul masayarakat adat berdasarkan  jilai-
nilai budaya dan aturan-aturan adat ideal dan 
procedural menurut hokum adat dan hokum 
Negara, di 12 wilayah masyarakat adat 
kabupaten Jayapura dengan pemerintahan adat 
masing-masing yang teridentifikasi dalam 4 
dan/atau 7 wilayah pembangunan yaitu 
masyarakat adat kemtuk, masyarakat adat 
Mooy, masyarakat adat Ormu, masyarakat 
adat Orya dan Masyarakat adat sentani, 
masyarakat adat Souwari, masyarakat adat 
Tapera, masyarakat adat Namblong, 
masyarakat adat Yawena, masyarakat adat 
Klesi, masyarakat adat Yokari, masyarakat 
adat Yafsi Kaureh yang ada di kabupaten 
Jayapura; 
2. Identifikasi asal usul masyarakat adat 
berdasarkan pada system kelembagaan adat 
keondoafian dan system kekerabatan dalam 
tingkat suku, marga dan keluarga inti serta 
system kelembagaan hokum adat yang ada di 
kabupaten Jayapura; 
3. Dasar penataan kembali wilayah pemerintahan 
adat yang menjadi hak asal usul secara 
kolektif maupun individu oleh 12 masyarakat 
adat Kabupaten Jayapura yng diperuntukkan 
pembentukan kampong adat guna mendukung 
infrastruktur perencanaan pembangunan 
pemerintahan yang berotonpmi asli 
berdasarkan konstitusi, UU Pemda dan UU 
Otsus Papua ke depan; 
4. Adanya jaminan kepastian perlindungan dan 
pemberdayaan hak-hak asal usul 12 
masyarakat adat dengan pemerintahan 
kabupaten Jayapura yang menjadi basic 
pembangunan daerah berdasarkan budaya dan 
hokum dalam bentuk kebijakan public Perda 
kampong adat kabupaten Jayapura. 
b. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Perda 
Tujuan dari pembentukan Perda pada 
umumnya dilakukan untuk memberikan dasar 
acuan atau pedoman dari susut pandang akademik 
baik ditinjau dari segi filosofis, yuridis dan 
sosiologis dalam rangka pembahasan Perda 
tentang kampong adat yang menjadi hak asal usul 
masyarakat adat agar tercipta harmonisasi dan 
sinkronisasi dengan peraturan perundangan 
lainnya yang berlaku di kabupaten Jayapura, maka 
tujuan dan keguanaannya dapat dilihat sebagai 
berikut: 
1. Tujuan 
Tujuan tentang Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pemerintahan kampong adat 
adalah sebagai berikut: 
a) Memberikan legitimasi kepada pemerintah 
daerah kabupaten Jayapura untuk menata 
kembali dokumen pemerintah daerah tentang 
pemerintahan adat atau kampong adat 12 
wilayah pemerintahan kampong adat di 
kabupaten Jayapura sebagai dasar arah 
kebijakan public dalam bentuk Perda tentang 
kampong adat kabupaten Jayapura; 
b) Membantu pemerintah kabupaten Jayapura 
dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan masyarakat pada wilayah 
kampong adat sesuai visi dan misi kabupaten 
Jayapura; 
c) Memanfaatkan hasil musyawarah adat 
kabupaten Jayapura berbasis kearifan local 
antar warga sebagai acuan secara pasti; 
d) Adanya paying hokum dalam bentuk Perda 
tentang kampong adat di kabupaten Jayapura 
yang menjadi acuan dasar dalam menata tata 
ruang wilayah adat yang menjadi bagian hak 
asal usul 12 wilayah adat yang ada di 
kabupaten Jayapura. 
2. Kegunaan 
Kegunaan penyusunan Perda selain untuk 
bahan acuan juga dapat berguna bagi pihak-pihak 
yang berkepentngan yaitu Bappeda, Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Kampung dan Dinas Pertanian untuk memenuhi 
hak dan kewajiban serta jaminan hokum 
masyarakat adat kabupaten Jayapura. 
c. Pendekatan 
Pentingnya pendekatan yang perlu dilakukan 
dalam upaya penyusunan Perda tentang 
pemerintahan kampong adat di kabupaten Jayapura 
sehingga menjadi peraturan yang ideal dengan 
tahapan pendekatan yang ditempuh adalah sebagai 
berikut: 
1. Rule (Peraturan) 
Tanpa kecuali bagi seseorang atau 
sekelompok orang, khususnya pada 12 wilayah 
masyarakat adat di kabupaten Jayapura 
memutuskan untuk patuh atau tidak patuh terhadap 
Perda ini. Artinya masyarakat adat tersebut tidak 
hanya berhadapan dengan suatu peraturan, apalagi 
hanya satu atau dua pasal dan seterusnya, namun 
masyarakat adat harus berhadapan dengan banyak 
peraturan yang mungkin tumpang tindih antara 
satu dengan yang lainnya. Berbagai peraturan yang 
ada mungkin juga tdak jelas sehingga bias 
ditafsirkan sesuka hati, oleh sebab itu, keberadaan 
suatu peraturan daerah khususnya yang mengatur 
tentang masyarakat adat merupakan kebijakan 
pemerintah daerah secara affirmative, yang 
dibentuk setidaknya perlu ada 5 standar normative. 
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Kelemahan yang membuat peraturan 
menyebabkan perilaku bermasalah, antara lain: 
a) Bahasa yang digunakan dalam peraturan rancu 
atau membingungkan, peraturan tidak 
menjelaskan apa yang harus dan apa yang 
dilarang dilakukan; 
b) Beberapa peraturan malah memberi peluang 
terjadinya perilaku bermasalah bias karena 
bertentangan atau saling tidak mendukung; 
c) Peraturan tidak menghilangkan penyebab 
perilaku perilaku bermasalah, penyebab 
dihilangkan sebagian atau tidak sama sekali; 
d) Peraturan membuka peluang bagi perilaku 
yang tidak transparan, tidak akuntabel dan 
tidak berpartisipatif; 
e) Peraturan mungkin memberi wewenang yang 
berlebihan kepada pelaksana peraturan dalam 
mengatasi perilaku bersama. 
2. Opportunity (kesempatan/peluang) 
Adanya peraturan daerah ini secara tegas 
melarang perilaku tertentu. Namun jika terbuka 
kesempatan untuk tidak mematuhinya, maka 
masyarakat dengan mudah melakukan perilaku 
bermasalah. Oleh sebab itu, apakah lingkungan 
disekeliling masyarakat adat yang dikabupaten 
Jayapura memungkinkan berperilaku sebagaimana 
diatur dalam Perda tersebut. Kemudian perlu 
diantisipasi apakah terbuka kesempatan adanya 
pilihan hokum dalam memilih model pedekatan 
pembangunan mengelola infrastruktur pelayanan 
di wilayah masyarakat adat Kabupaten Jayapura 
merupakan aspek yang dapat memberi jaminan 
hari esok yang lebih baik dari pada sebelumnya. 
3.  Capacity (kemampuan) 
Kedudukan peraturan tidak dapat 
memerintahkan masyarakat untuk melakukan 
sesuatu yang tidak mampu. Artinya bahwa 
pebnetukan Perda tentang kampong adat mesti 
mengetahui kondisi yang ada di 12 masyarakat 
adat yang ada di kabupaten Jayapura yang menjadi 
subjek hokum dalam Perda tentang Pemerintahan 
Kampung Adat, sehingga kemampuan pelayanan 
public terhadap tata ruang dalam 12 wilayah 
masyarakat adat tersebut, memilii kemampuan 
berperilaku sebagaimana ditentukan dalam Perda 
Kampung Adat Kabupaten Jayapura atau justru 
semakin sulit dalam menyelenggarakan 
administrasi pembangunan pemerintahan adat 
dimaksud. 
4. Communication (komunikasi) 
Secara normative walaupun dalam ilmu 
hokum dikenal istilah fiksi hokum yang 
menyatakan bahwa semua wilayah masyarakat 
adat dianggap tahu hokum, namun kenyataan fiksi 
ini tidak dapat diberlakukan begitu saja karena 
masalah komunikasi seringkali muncul karena 
Negara sejauh ini tidak tertib dalam 
mengumumkan Perda yang dibentuk. Media 
komunikasi yang digunakanpun tidak menentu, 
bahkan kacaunya pengumuman Perda karena 
disengaja, sehingga masyarakat tidak tahu cacat 
yang ada dalam Perda tentang Kampung Adat 
Kabupaten Jayapura tersebut. Sehingga patut 
dipertanyakan apakah pihak pemerintah 
Kabupaten Jayapura telah mengambil langkah-
langkah strategis secara optimal untuk 
mengkomunikasikannya. 
5. Interest (kepentingan) 
Ada rujukan bahwa interest terkait dengan 
manfaat pelaku peran. Kepentingan ini bias terdiri 
dari kepentingan masyarakat adat sebanyak 12 
wilayah adat di kabupaten Jayapura dan 
Pemerintah Kabupaten Jayapura, tercermin dari 
kepentingan politik, social dan ekonomi. Jadi 
aspek ini mengajarkan bahwa sejak awal harus 
dipetakan pandangan pelaku peran tentang akibat 
dan manfaat untuk pelaku peran itu sendiri yaitu 
Pemerintah Kabupaten Jayapura dan 12 wilayah 
masyarakat adat yang ada di kabupaten Jayapura. 
Sehingga disebut juga intensif, termasuk 
didalamnya merancang tindakan motivasi, 
keseusian, hukuman, penghargaan yang dirancang 
untuk mengubah kepentingan-kepentingan tiap 
orang pelaku peran agar bertindak sesuai norma 
yang ada. 
6. Process (proses) 
Secara empiris proses bagi pelaku di 12 
wilayah adat kabupaten Jayapura untuk 
memutuskan apakah akan memenuhi atau tidak 
akan memenuhi Perda Kampung Adat Kabupaten 
Jayapura. Artinya pembuatan dan penyusunan 
Perda tersebut hendaknya dilakukan melalui 
tahapan tahapan yang baik dan terencana sesuai 
dengan standar prosedur pembentukan suatu 
produk hokum daerah menurut Undang-Undang 
No.12 Tahun 2011, agar tingkat kepatuhan 
terhadap Perda tersebut dapat teraktualisasi dengan 
baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di 
wilayah Negara Kesatuan repubik Indonesia. 
7. Ideology (nilai dan sikap) 
Klasifikasi atau kategori ideology secara 
umum diartikan sebagai kumpulan nilai yang 
dianut oleh 12 wilayah kampong adat yang ada di 
Kabupaten Jayapura untuk merasa berpikir, 
bertindak, termasuk diantaranya sikap mental , 
pandangan tentang dunia kolektivitas ha katas 
tanah adat dalam pembangunan dewasa ini. 
Pemahaman keagamaan, social, budaya, hokum, 
menjadi dasar sikap atas nilai tanah ulayat/adat. 
Kadang-kadang ideology juga disamakan dengan 
budaya politik dan ekonomi yang sangat luas 
cakupannya. Oleh karena dalam masyarakat adat 
tersebut secara internal masih homogen kini 
mengarah kemasyarakat yang heterogen. 
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B.  Variabel dan Indikator Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian dengan 
variabel tunggal yaitu mengenai Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintahan 
Kampung Adat dengan indikator mengacu pada 
Dampak  Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pemerintahan Kampung Adat tersebut 
yaitu: 
1. Dampak Positif Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pemerintahan Kampung 
Adat 
2. Dampak Negatif Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pemerintahan Kampung 
Adat 
C. Kerangka Konseptual 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Gambar 2.1 
Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
D. Definisi Operasional 
Berdasarkan pada kerangka konseptual 
tersebut diatas, maka untuk menyatukan 
pemahaman peneliti mencoba memberikan definisi 
operasional dari setiap indikator yang ditetapkan, 
adalah sebagai berikut: 
a. Dampak Positif Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pemerintahan Kampung 
Adat, adalah pengaruh baik yang terjadi akibat 
diberlakukannya Perda tersebut; 
b. Dampak Negatif Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pemerintahan Kampung 
Adat, adalah pengaruh buruk dari 
diberlakukannya Perda tersebut. 
III. METODE PENELITIAN 
A. Tipe dan Dasar Penelitian 
Dalam penelitian ini tipe dasar penelitian yang 
digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dimana 
hal ini bertolak dari pendapat para ahli sepaerti 
Koentjaraningrat (2009:42) yang mengemukakan 
bahwa “ Penelitian deskriptif bertujuan 
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 
individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, 
atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran 
suatu frekuensi adanya hubungan tertentu antara 
satu gejala dengan gejala lainnya dalam 
masyarakat, sehingga dasar yang diguanakan 
penulis yaitu metode survei. 
B.  Informan 
Adapun informan yang akan diwawancarai 
dalam mencari informasi yang diperlukan peneliti 
adalah sebagai berikut: 
1. Anggota DPRD Kabupaten Jayapura 
2. Tokoh Masyarakat Adat 
3. Tim perumus rancanagn Perda No.10 tahun 
2016 
4. Tokoh Agama 
C. Instrumen Pengumpulan Data 
1. Teknik Observasi,  
2. Wawancara Mendalam (In-deppth interview),  
D. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis model interaktif dengan langkah  - langkah  
sebagai berikut : 
1. Reduksi Data. 
2. Penyajian. Pemaparan data  
3. Penarikan Kesimpulan..  
IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN  
Pada bagian ini peneliti akan mencoba 
menyajikan hasil penelitian yang bersumber dari 
instrument utama yaitu wawancara kepada 
sejumlah informan yang dipandang memahami 
permasalahan yang dijadikan focus kajian secara 
khusus yaitu mengenai Dampak Peraturan Daerah 
Kabupaten Jayapura No.10 Tahun 2016 tentang 
Kampung Adat. Hasil wawancara tersebut dapat 
peneliti paparkan sebagai berikut: 
1. Dampak Negatif  Peraturan Daerah Kabupaten 
Jayapura No.10 Tahun 2016 tentang 
Pemerintahan Kampung Adat 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 
informan yaitu Anggota DPRD Kabupaten 
Jayapura, berkaitan dengan dampak negative dari 
Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No.10 
Tahun 2016 tentang Kampung Adat, beliau 
mengatakan sebagai berikut: 
Bahwa dampak negative diberlakukannnya 
Perda tersebut adalah mengenai hal-hal yang 
Dampak Perda No.10 
tahun 2016 tentang 
Pemerintahan 
Kampung Adat 
1. Dampak Positif Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pemerintahan Kampung Adat. 
2. Dampak Negatif Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pemerintahan Kampung Adat. 
 
147 
 
berkaitan dengan mekanisme atau proses 
diberlakukannya Perda tersebut, dimana 
Perda tersebut diberlakukan tanpa adanya 
kajian secara khusus terencana dan tidak 
sesuai dengan ketentuan dasar yang 
mengatur. 
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara 
dengan informan yaitu tokoh masyarakat 
Kabupaten Jayapura berkaitan dengan dampak 
negative dan positif diberlakukannya Peraturan 
Daerah Kabupaten Jayapura No.10 Tahun 2016 
tentang Pemerintahan Kampung Adat. Hasil 
wawancara tersebut dapat peneliti paparkan 
sebagai berikut:  
Perda tersebut bila dilihat dari pasal-pasal 
yang terdapat didalamnya, maka banyak hal 
yang perlu dikaji ulang, khususnya mengenai 
batas kewenangan yang diberikan oleh 
masyarakat kampong adat secara khusus lagi 
yaitu ondoafi, karena ada kecenderungan 
terjadinya konflik sehubungan dengan proses 
pemilihan dan penetapan pemilihan kepala 
kampong adat 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 
Informan yaitu Tokoh Agama berkaitan dengan 
dampak negative dari Peraturan Daerah Kabupaten 
Jayapura No.10 Tahun 2016 tentang Pemerintahan 
Kampung Adat, beliau mengatakan sebagai 
berikut: 
Bahwa dampak negative diberlakukannnya 
Perda tersebut adalah mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan mekanisme atau proses 
diberlakukannya Perda tersebut, dimana 
Perda tersebut diberlakukan tanpa adanya 
kajian secara khusus terencana dan tidak 
sesuai dengan ketentuan dasar yang 
mengatur. 
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara 
dengan Informan yaitu Anggota Tim Perumus 
berkaitan dengan dampak negative 
diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten 
Jayapura No.10 Tahun 2016 tentang Pemerintahan 
Kampung Adat. Hasil wawancara tersebut dapat 
peneliti paparkan sebagai berikut:  
Setelah diterbitkannya Perda tersebut dan 
akmi mempelajari pasal demi pasal yang ada, 
memang kecenderungan terjadinya konflik 
pada kelompok-kelompok tertentu, karena 
adanya ketidaksesuaian antara kebiasaan 
secara yang dilakukan dengan ketetapan yang 
tercantum dalm Perda tersebut. 
Dari hasil wawancara dengan beberapa 
informan tersebut diatas, maka dapat dipaparkan 
lebih lanjut, bahwa begitu banyak hal-hal yang 
dapat menjadi penyebab konflik dikalangan 
masyarakat adat, serta proses penyusunan yang 
kurang sesuai dengan mekanisme yang telah 
ditetapkan, baik dari tahap penyusunan Perda 
tersebut maupun dalam hal pengesahan Perdanya, 
contoh pada bagian pengesahan Perda tersebut 
tidak diadakan kajian secara khusus mengenai isi 
dari pasal-pasal yang ada, karena prosesnya sangat 
singkat, dimana Perda tersebut diserahkan oleh 
Pemerintah Kabupaten Jyapura pada tanggal 26 
Oktober 2016 jam 09.00 WIT kepada DPRD 
Kabupaten Jayapura dan jam 14.30 WIT secara 
langsung disyahkan sebagai Perda baru. Hal ini 
dapat dijadikan bahan pertimbangan secara baik 
oleh semua pihak dengan melakukan revisi dari 
Perda tersebut dengan mengacu pada ketentuan 
yang ada. 
Hal yang perlu menjadi perhatian khusus 
lainnya dalam Perda tersebut adalah susunan isi 
dari pasal-pasal yang tertuang agar diupayakan 
menggunakan bahasa yang lebih lugas dan mudah 
dipahami sehingg tidak menimbulkan persepsi 
yang beragam dari masyarakat yang pada akhirnya 
menyebabkan terjadinya konflik. 
2. Dampak Positif  Peraturan Daerah Kabupaten 
Jayapura No.10 Tahun 2016 tentang Kampung 
Adat 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 
Anggota DPRD Kabupaten Jayapura berkaitan 
dengan dampak positif dari Peraturan Daerah 
Kabupaten Jayapura No.10 Tahun 2016 tentang 
Kampung Adat, beliau mengatakan sebagai 
berikut: 
"Pengakuan dan perlindungan masyarakat 
adat wilayah kabupaten Jayapura telah 
dijelas tertuang dalam Surat Keputusan 
Bupati kabupaten Jayapura Nomor 319 tahun 
2014 tentang pengakuan dan perlindungan 
masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, 
Bahwa masyarakat hukum adat adalah warga 
negara Indonesia yang memiliki karakteristik 
khas, hidup berkelompok dan harmonis sesuai 
dengan tatanan hukum adatnya. 
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara 
dengan Tokoh Masyarakat Adat berkaitan dengan 
dampak positif diberlakukannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Jayapura No.10 Tahun 2016 tentang 
Kampung Adat. Hasil wawancara tersebut dapat 
peneliti paparkan sebagai berikut: 
Bahwa dari sekian banyaknya pasal yang 
tertuang dalam Perda tersebut, walaupun 
banyak pasal yang cenderung menimbulkan 
persepsi yang berbeda dari masyarakat, 
namun ada segi positif dari Perda tersebut 
yang tertuang pula dari pasal-pasal yang ada, 
salah satu contohnya ada di pasal 33 ayat 1 
yang mengatakan bahwa Pemerintah 
Kampung Adat dalam menjalankan tugas dan 
kewenangannya diberikan hak berupa insentif 
oleh Pemerintah Daerah, yaitu 
Ondoflo/Ondowafi dan kepala-kepala suku. 
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara 
dengan Tim Perumus Rancangan Perda berkaitan 
dengan dampak positif diberlakukannya Peraturan 
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Daerah Kabupaten Jayapura No.10 Tahun 2016 
tentang Kampung Adat. Hasil wawancara tersebut 
dapat peneliti paparkan sebagai berikut: 
Dengan disyahkannya Perda tersebut, maka 
secara khusus segi positif dari perda tersebut 
yaitu dapat mengembalikan status tokoh-tokoh 
adat pada kedudukan mereka yang selama ini 
tergeser dari pemerintahan modern, namun 
dengan lahirnya perda tersebut maka 
kedudukan adat lebih diakui eksistensinya 
sebagai salah satu komponen dalam 
ketatalaksanaan pemerintahan daerah 
khususnya pemerintah daerah Kabupaten 
Jayapura 
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara 
dengan Tokoh Agama berkaitan dengan dampak 
positif diberlakukannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Jayapura No.10 Tahun 2016 tentang 
Kampung Adat. Hasil wawancara tersebut dapat 
peneliti paparkan sebagai berikut: 
Dengan hadirnya Perda tersebut maka secara 
tidak langsung dapat mengangkat kembali 
harkat dan martabat masyarakat adat yang 
ada di Kabupaten Jayapura, sehingga 
memberikan gambaran akan pengakuan 
sebagai bagian dari salah satu pemangku 
kepentingan dalam pelaksanaan jaannya 
pemerintahan. 
Dari hasil wawancara dengan beberapa 
informan tersebut diatas, maka dapat dipaparkan 
lebih lanjut, bahwa selain dampak negative yang 
timbul akibat diberlakukannya Perda Kabupaten 
Jayapura No.10 Tahun 2016 Tentang Pemerintah 
Kampung Adat, berdasarkan hasil wawancara 
dengan sejumlah informan yang mengatakan 
bahwa Perda tersebut juga memiliki Dampak 
secara Positif.  
Hal yang dianggap berdampak positif 
tercermin dalam hal-hal yang berkaitan dengan 
ketatalaksanaan pemerintahan, dimana dengan 
lahirnya Perda tersebut telah dapat meningkatkan 
harkat dan martabat masyarakat kampong adat, 
dengan disyahkannya Perda tersebut maka 
eksistensi masyarakat adat lebih diakui dan 
diberikan ruang yang jelas untuk memberikan 
eksistensinya sebagai bagian dari ketatalaksanaan 
pemerintahan khususnya pemerintahan kabupaten 
Jayapura, Masyarakat adat di Kabupaten Jayapura 
menjadi salah satu unsur terciptanya proses 
demokrasi secara baik dan sesuai ketentuan yang 
legalitasnya lebih tinggi tentang Tatakelola 
Pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan 
republic Indonesia.  
A. PEMBAHASAN 
1. Dampak Negatif Peraturan Daerah Kabupaten 
Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 
Tentang Pemerintahan Kampung Adat  
Untuk mengkaji secara khusus berkaitan 
dengan disyahkannya Peraturan Daerah Kabupaten 
Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang 
Pemerintahan Kampung Adat, maka dapat dilihat 
dari dua sisi yaitu dampak negative dan dampak 
positif dari Perda tersebut. Bedasarkan hal tersebut 
maka pada bagian ini peneliti selanjutnya akan 
melakukan pembahasan secara lebih mendalam 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dampak 
negative dan dampak positif dari disyahkannya 
Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 
Tahun 2016 Tentang Tentang Pemerintahan 
Kampung Adat. 
Untuk mensosialisasikan peraturan Daerah 
Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 
Tentang Tentang Pemerintahan Kampung Adat di 
Kabupaten Jayapura bukanlah hal yang mudah, 
karena masyarakat sebelumnya belum mengetahui 
tujuan dan fungsi dibentuknya Tentang 
Pemerintahan Kampung Adat, apalagi dalam 
pelaksanaan kegiatan kampung, kepala kampung 
lebih banyak memegang peranan dalam 
mengambil kebijakan kampung yang terkadang 
hanya berdasarkan analisis pemikiran individu 
kepala Kampung. 
Implementasi pelaksanaan pembentukan 
Tentang Pemerintahan Kampung Adat memang 
telah berjalan sesuai dengan prosedur yang 
tertuang dalam peraturan daerah, namun kendala 
yang paling mendasar dalam 
mengimplementasikan peraturan daerah ini lebih 
dititik beratkan pada sosialisasi peraturan Tentang 
Pemerintahan Kampung Adat. Masyarakat masih 
banyak yang belum memahami implikasi dari 
terbentuknya Badan Musyawarah Kampung. 
Masyarakat lebih memahami bahwa anggota adat 
adalah perwakilan yang bertugas menegur, 
melakukan reformasi pembangunan jika kepala 
kampung tidak mampu melaksanakan amanat 
pemerintahan kampung, bahkan peran kepala 
kampung sering berbenturan dengan peran kepala 
suku 
Apalagi pengetahuan masyarakat yang masih 
sangat minim dalam menyikapi Tentang 
Pemerintahan Kampung Adat, sehingga sebelum 
dilakukan Tentang Pemerintahan Kampung Adat, 
pihak Distrik beberapa kali melakukan sosialisasi 
peraturan daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 
tahun 2016 tentang Tentang Pemerintahan 
Kampung Adat. Hal ini dapat dilihat dengan 
rentang waktu yang sangat jauh antara penetapan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 
Tahun 2015  tentang Masayarakat Adat kampung 
dengan pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 
tahun 2016 tentang Tentang Pemerintahan 
Kampung Adat.  
Berdasarkan hasil pengamamatan, serta 
wawancara yang dilakukan oleh penulis dapatlah 
penulis simpulkan bahwa beberapa kendala yang 
dihadapi dalam mengimplimentasikan peraturan 
daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Tentang 
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Pemerintahan Kampung Adat antara lain adalah 
disebabkan oleh pemahaman pengetahuan 
masyarakat yang masih sangat minim terhadap 
adat kampung, sehingga pemerintah distrik 
beberapa kali melakukan sosialisasi ulang tentang 
peraturan daerah yang membahas tentang 
pembentukan badan adat kampung. Hal lain yang 
paling mendasar adalah aparat pemerintah desa 
kurang melakukan komunikasi dan sharing dengan 
pemerintah distrik dalam konteks pembentukan 
badan adat musyawarah kampung. 
2. Dampak Positif Peraturan Daerah Kabupaten 
Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 
Tentang Pemerintahan Kampung Adat  
Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten 
Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pemerintahan Kampung Adat tersebut, adalah 
suatu cerminan dalam upaya mengangkat harkat 
dan martabat masyarakat adat yang ada di 
Kabupaten Jayapura, karena dengan adanya Perda 
tersebut maka secara tidak langsung pemerintah 
memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk 
senantiasa eksis dalam ketatalaksanaan 
pemerintahan sebagai bagian dari praktek 
pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Berdasarkan hal tersebut maka dalam praktek 
ketatalaksanaan pemerintahan di Kabupaten 
Jayapura diharapkan terjalin secara sinergis 
keserasian antara Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jayapura dengan Pemerintahan Kampung Adat 
sebagai cerminan dari pelaksanaan Good 
Governance dimana scara khusus di Kabupaten 
Jayapura atau secara umum di Papua, hal tersebut 
dipengaruhi oleh sinerginya tiga komponen 
penting yaitu Pemerintah, Masyarakat adat dan 
para tokoh agama.  
Hal tersebut juga tertuang dalam UU No. 21 
tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 
Papua menyebutkan bahwa Pemerintahan 
Kampung adat adalah unsur pemerintahan yang 
bertugas untuk memberikan saran dan 
pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan.  
V. P E N U T U P 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, diketahui bahwa   sejauh mana dampak 
diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten 
Jayapura Nomor 10 tahun 2016 tentang Kampung 
Adat, dilihat dari dampak negatif dan dampak 
positifnya, maka hasil penelitian telah dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Dampak negatif dari diberlakukannya Perda 
tersebut antara lain, 1). dari proses 
pembentukan Perda, dimana perda tersebut 
seharusnya dilakukan dulu kajian akademik 
baru tersusun draft, namun kenyataannya 
terbailik dimana kajian akademik dilakukan 
setelah draft Perda tersebut tersusun; 2). 
Masih banyak pasal-pasal dalam Perda 
tersebut yang kurang jelas shingga 
menimbulkan persepsi yang berbeda dari 
masyarakat, sehingga kecenderungan 
terjadinya konflik secara horizontal sangat 
besar hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 
(13), Pasal 15, Pasal 24 (2); 3). Perda tersebut 
disyahkan pada tanggal 26 Oktober 2016, 
namun sebelumnya belum dilakukan 
sosialisasi; 4) Tim perumus Perda tersebut 
tidak melibatkan Ondoflo/Ondowafi, tetapi 
hanya melibatkan Tim Perumus dari DPRD, 
Praktisi dan pihak Pemda, sedangkan isi Perda 
tersebut mengenai kampung adat; 5).   
2. Dampak positif dari diberlakukannya Perda 
tersebut antara lain, 1). Secara umum Perda 
tersebut telah menggambarkan akan 
pentingnya keterlibatan masyarakat adat 
dalam pelaksanaan tata pemerintahan di 
Kabupaten Jayapura; 2) memberikan ruang 
kepada pihak-pihak yang memang 
berkompeten dalam hal tersebut seperti pihak 
pemerintah, masyarakat adat dan kelompok 
tokoh masyarakat; 3) Perda tersebut dapat 
memberikan cerminan bahwa proses 
demokrasi telah berjalan sesuai ketentuan 
negara Republik Indonesia. 
B. Saran 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian  dan 
kesimpulan yang telah dikemukakan  tersebut, 
dikemukakan beberapa saran yang diharapkan 
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, 
dimana saran dimaksud adalah hal-hal yang 
berkaitan dengan :  
1. Begitu banyaknya dampak negatif yang 
ditimbulkan dari diberlakukannnya Perda 
tersebut, sehingga perlu menjadi pertimbangan 
khusus agar Perda tersebut dikaji kembali 
khususnya pengkajian secara akademis, 
sehingga dapat diperoleh hasil yang 
menggambarkan seberapa perlu Perda tersebut 
untuk direvisi dan disesuaikan dengan 
kebijakan-kebijakan secara adat yang ada di 
masyarakat adat yang ada di Kabupaten 
Jayapura. 
2. Sebagian kecil dari hasil penelitian yan telah 
dilakukan, diperoleh gambaran mengenai 
dampak positif dari Perda tersebut, sehingga 
bila hasil akhir mengharuskan Perda tersebut 
direvisi, alangkah lebih baiknya hal-hal positif 
dari Perda tersebut dapat dipertahankan dan 
tetap tertuang dalam pasal-pasalnya secara 
jelas. Hal tersebut dalam upaya memberikan 
persepsi yang sama bagi masyarakat sehingga 
meminimalisir terjadinya konflik kepentingan 
khususnya pada masyarakat adat yang ada di 
Kabupaten Jayapura. 
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